SALINAN

2
s

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 201 TAHUN 2012 TENTANG
PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI

Menimbang

Mengingat

a.

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
UNTUK SETIAP WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa dengan ditetapkannya ketentuan nilai jual objek pajak
tidak kena pajak untuk perhitungan pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan berdasarkan Pasal 33 ayat (4) dan ayat
(5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 201
Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak
Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
untuk Setiap Wajib Pajak perlu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 201 Tahun 2012

tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk
Setiap Wajib Pajak;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6881);



Menetapkan

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 2041);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 201 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN NILAI
JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK SETIAP WAJIB
PAJAK.

Pasal 1
Peraturan Gubernur Nomor 201 Tahun 2012 tentang Penetapan
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan untuk Setiap Wajib Pajak (Berita Daerah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 192)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

14 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
ttd
MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2025

NOMOR 62009

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI DAERAH

SUS IBUKOTA JAKARTA,

PRATAMA YUDHA

NIP 1M7612062002121009



